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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 /PMK.01/2018
TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Perilaku.

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan aparat pemerintah yang
bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, telah
ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
161/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007
tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007
tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen
Keuangan;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi,
nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di
masyarakat, maka untuk mencegah pelanggaran disiplin

pegawai Kementerian Keuangan, serta menjaga martabat
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Mengingat

dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Keuangan sesuai nilai-nilai Kementerian
Keuangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu
menyusun kembali ketentuan mengenai Kode Etik dan
Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian

Keuangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Nomor 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
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Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan, yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Keuangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil dari
kementerian/lembaga/instansi lain yang mendapat
penugasan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan
hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga
martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.
Majelis/Komisi Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim
yang bersifat tidak tetap (ad hoc) yang dibentuk di
lingkungan Kementerian Keuangan dan bertugas
melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan
asas kejujuran dan keadilan.

Pelanggaran adalah segala bentuk wucapan, tulisan,
gambar dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan
dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Keuangan,
pejabat yang berwenang membentuk Majelis dan
menjatuhkan sanksi, atau pejabat lain yang ditunjuk.
Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan

Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
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Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada
pejabat yang berwenang terkait adanya Pelanggaran Kode
Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah
terjadi.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai
permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga
telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku.

Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi
terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai yang diperoleh dari hasil
pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan
langsung, unit kepatuhan internal, dan/atau Inspektorat
Jenderal.

Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh Pegawai
secara  tertulis dan  dituangkan dalam = surat
permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan

langsung.

BAB II
LANDASAN PERILAKU PEGAWAI

Pasal 2

Dalam berperilaku sehari-hari, setiap Pegawai harus

berlandaskan pada:

a.
b.

nilai-nilai; dan

Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 3

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

meliputi:

a.

b.

nilai dasar Aparatur Sipil Negara; dan

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.



